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ABSTRACT

Disposal of waste results from industrial activities can cause pollution if not managed
properly. Perkampungan Industri Kecil (PIK) is an area of the metal casting industry that
produces metal waste containing hazardous and toxic materials. Industrial environmental
management is needed to prevent pollution of waste that can have an impact on the
environment. In the environmental management industry in PIK apply the policy principles of
Good Corporate Governance (GCG) so that the management can be known how much
adherence to the rules.

This study uses a mixture(mixing)between qualitative and quantitative research using
data observation, interviews, documentation, and a questionnaire to explain in detail the real
situation. In this study, informants taken include the Environment Agency Tegal regency and
PT LUT Son Solder as the manager of PIK as well as in-depth interviews to the public, while
the questionnaire given to the metalworkers using techniques Proportional purposive sampling
is to apply specific criteria in accordance with the research purposes.

The application of corporate governance principles is done using the five principles
of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. This
implementation is done according to Law No. 23 of 2997 on Environmental Management.
Based on research conducted showed that GCG principles have been applied in the
management of the environment and the level of compliance with environmental management
through GCG is abiding by a percentage of 86.8%. As well as many obstacles in the form of
limited human resources in implementation.

The recommendations given in this study were (1) the importance of socialization
legislation governing industrial and environmental management; (2) simulation of the
craftsman regarding cleaner production in metal processing activities at PIK; (3) imposing
sanctions on the one who has not executed correctly K3; (4) the application of the principles
of good corporate governance to all stakeholders, including metalworkers.
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I Pendahuluan

Sektor perindustrian yang banyak berdiri di Kabupaten Tegal adalah industri logam
yang menjadi salah satu sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
dibandingkan sektor lain. Perkembangan industri logam ini paling besar berada di Desa
Pesarean yang hampir selurunh masyarakatnya memiliki usaha rumah tangga atau UKM di
bidang pengecoran logam. Industri tersebut berada di tengah pemukiman sehingga
menimbulkan beberapa efek baik kepada lingkungan maupun. Hasil limbah logam yang
mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) banyak dibuang sembarangan sehingga
menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah yang berakibat pada kurangnya udara dan air
bersih, serta tanah yang tidak subur karena limbah yang menumpuk dan mengurangi kesuburan
tanah. Hal ini juga menyebabkan timbulnya penyakit pada masyarakat berupa penyakit kulit
dan gangguan sistem pernafasan. Bahkan bisa berakibat cacat pada bayi yang baru lahir. Maka
dari itu, Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan relokasi industri logam tersebut ke
Perkampungan Industri Kecil (PIK) yang terletak di Desa Kebasen. Hal ini dilakukan sesuai
dengan Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 yang mengatur mengenai adanya kawasan industri.

Kawasan PIK Kebasen merupakan kawasan industri logam yang menghasilkan
limbah B3. Mengacu pada Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW dan
UUPLH Nomor 23 Tahun 1997 bahwa setiap kegiatan yang memiliki dampak besar wajib
untuk mengelola lingkungan melalui analisis dampak lingkungan. Setiap perusahaan industri
juga berkewajiban melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta
melakukan upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan

hidup (Suharto, 2011 : 10). Pengelolaan lingkungan PIK dilaksanakan oleh pengelola PIK yaitu



KOPIK, yang saat ini tidak aktif sehingga pengelolaan diserahkan kepada PT Lut Putra Solder

yang juga berperan sebagai CSR di PIK.

Kawasan industri masih perlu dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi kegagalan
dalam praktiknya. Salah satu konsep pengelolaan yang baik adalah dengan menggunakan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola pemerintahan yang baik.
GCG didefinisikan sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib
dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara
efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para
pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip GCG yang
digunakan dalam penelitian ini ada lima, yang meliputi prinsip transparansi (transparency),
akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi (independency),
dan kewajaran (fairness). Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi tolok ukur
keberhasilan pengelolaan lingkungan yang terjadi di PIK Kebasen.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Penelitian ini menetapkan penggunaan prinsip GCG sebagai berikut:

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi meteriil dan relevan
mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (accountability), kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban
organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Responsibilitas (responsibility), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang
berlaku.

4. Independensi (independency), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara

professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen



yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak
stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
penerapan kelima prinsip GCG dalam pengelolaan lingkungan industri di PIK Kebasen dan
tingkat ketaatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan. Serta untuk menganalisis
kendala yang dihadapi pada penerapan prinsip GCG dalam melaksanakan pengelolaan industri

di PIK Kebasen.

Il.  Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pendekatan sequential
exploratory, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan
dan menganalisis data kuantitatif (Creswell, 2014 : 317). Penelitian ini lebih menekankan pada
metode kualitatif. Tujuan dari penelitian menggunakan metode campuran adalah memeriksa
validitas data kuantitatif dan akurasi hasil kualitatif. Penelitian ini menggunakan instrumen
wawancara dan kuesioner yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Adapun yang
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah daerah di Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Kabupaten Tegal, pengelola PIK yaitu PT Lut Putra Solder dan wawancara

mendalam kepada masyarakat yang melakukan kegiatan di sekitar PIK.

I11. Hasil dan Pembahasan
3.1. Analisis Penerapan Kebijakan Prinsip Good Corporate Governance
GCG merupakan suatu kebijaka yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk

menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan



karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan,
dan Profesional (BTP) (Effensi, 2009: 2). Ada lima prinsip yang biasa disebut TARIF, yaitu
transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Adapun penerapan
prinsip-prinsip GCG dilakukan menggunakan instrument kuesioner dan akan dijelaskan

berikut ini.

Transparency

Melalui prinsip transparansi, peneliti menggunakan indikator dalam proses
penyusunan laporan. Laporan ini memiliki tujuan untuk melaporkan semua kegiatan industri
yang telah dilaksanakan dalam bentuk draft untuk perusahaan, serta laporan RPL/RKL yang
ditujukan kepada dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Tegal. Laporan untuk perusahaan yaitu merupakan laporan pemanfaatan limbah
yang dilakukan oleh PT Lut Putra Solder, yang memiliki kegiatan memanfaatkan limbah dan
mengolahnya menjadi batako dan paving block. Limbah yang digunakan adalah limbah yang
mengandung bahan berbahaya dan beracun, sehingga dalam pemanfaatannya digunakan secara
efektif dan efisien.

Pemanfaatan limbah B3 yang telah diolah menjadi batako dan paving block kemudian
dijadikan laporan harian dengan mengisi logbook yang telah disediakan. Logbook ini bertujuan
untuk mengetahui jumlah pemanfaatan yang dilakukan dalam kegiatan selama satu hari.
Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk dijadikan
laporan triwulan perusahaan yang akan diberikan kepada dinas terkait. Laporan tersebut berupa
hasil limbah B3 yang dimanfaatkan dalam jangka waktu 3 bulan, yang melaporkan pemasukan
dan pemanfaatan limbah dalam waktu 3 bulan. Penyusunan laporan dengan menerapkan
prinsip transparansi menghindari adanya kecurangan dalam memasukkan data limbah yang

masuk dan data limbah yang keluar atau dimanfaatkan menjadi produk batako dan paving



block. Sehingga laporan yang dibuat menggunakan data yang sebenar-benarnya tanpa ada
manipulasi.
Accountability

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan di PIK peneliti
menggunakan indikator pertanggung jawaban kinerja yang transparan. Maksudnya adalah
segala kegiatan di PIK dapat dipertanggung jawabkan secara transparan, tanpa ada yang
disembunyikan. Pertanggung jawaban dilakukan terutama kepada lingkungan. Mengingat
pengolahan limbah B3 merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang dapat berdampak
terhadap lingkungan, maka diperlukan adanya tanggung jawab kepada lingkungan. Bentuk
tanggung jawab terhadap lingkungan dapat berupa pada lingkungan udara, air, maupun tanah.

Bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dilaksanakan dengan melakukan uji
emisi udara, kualitas air, dan kualitas tanah setiap 6 bulan sekali. Pengujian ini dilakukan oleh
laboratorium yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Namun, perusahaan juga diwajibkan
untuk mengelola lingkungan sendiri dengan menerapkan peraturan seperti menggunakan
cerobong pada pembuangan limbah udara, membuat IPAL yang berfungsi sebagai
pembuangan air yang mengandung limbah, dan membersihkan secara rutin ceceran atau

tumpahan limbah ketika proses pengangkutan.

Responsibility

Peneliti menggunakan indikator terhadap kesesuaian terhadap peraturan perundangan
yang berlaku. Peraturan perundangan yang digunakan adalah Undang Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. PIK telah menjadikan UUPLH sebagai
pedoman dalam menerapkan pengelolaan lingkungan hidup karena menghasilkan limbah
bahan berbahaya dan beracun dan diperlukan pengelolaan yang baik dan sesuai SOP yang

berlaku.



Penerapan UUPLH ini sejalan dengan kawasan industri yang menghasilkan limbah
bahan berbahaya dan beracun sehingga diperlukan pengelolaan yang sangat baik. Pengelolaan
ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan agar tidak terjadi kasus
pencemaran. Kegiatan pengolahan limbah yang terjadi di PIK telah memiliki AMDAL tahun
2007 dan tahun 2012 sebagai perluasan wilayah, serta Izin Lingkungan dari Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Atas Usaha/Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan,
Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seluas + 48.980 m?
di Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor
050/20/013/2015. Selain itu juga melakukan penyusunan dokumen UKL-UPL yang
menjelaskan mengenai kegiatan beserta dampak terhadap lingkungan. Dokumen ini menjadi
pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan dalam penyusunan laporan RKL-RPL yang

disusun setiap satu semester (6 bulan).

Independency

Penerapan prinsip independensi dilakukan agar tidak ada yang mendominasi agar
tidak terjadi intervensi dalam melakukan kegiatan. Perusahaan telah mandiri karena
melaksanakan kegiatan dengan baik, selain itu pengelolaan lingkungan juga dilakukan dengan
baik yang bekerja sama dengan dinas terkait dan laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah
untuk menguji kualitas udara dan kebisingan, kualitas air, dan kualitas tanah yang ada di PIK
apakah sudah baik dan tidak membahayakan lingkungan. Dalam hal pengujian, PIK juga
melakukan pengujian terhadap IPAL secara mandiri setiap hari, dengan memelihara ikan di
dalam IPAL untuk mengetahui kandungan pH yang terdapat pada air pembuangan limbah agar
aman jika dialirkan menuju sungai terdekat. Pengelolaan dilakukan oleh CSR yang ada di PIK
dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian

lingkungan.



Fairness

Penerapan prinsip fairness dilaksanakan dengan menerapkan adanya reward dan
punishment yaitu berupa peringatan ringan terhadap pelanggaran ringan hingga pemutusan
hubungan kerja terhadap pelanggaran yang berat kepada karyawannya. Begitu pula yang
dilakukan para pengrajin logam jika diketahui melanggar larangan yang telah diberikan oleh
dinas terkait yang melakukan pembinaan. Meskipun masih banyak pengrajin logam yang
melanggar karena tidak menggunakan peralatan dan perlengkapan standar dalam melakukan
aktifitas pengecoran logam. Pengelolaan lingkungan terhadap PIK juga dapat diberikan sanksi
apabila PT Lut Putra Solder melanggar dan dalam pengujian kualitas udara, air dan tanah
hasilnya tidak baik. Selain itu, pelanggaran terhadap hal pengelolaan lingkungan hidup dapat
diberikan sanksi berupa denda dan sanksi pidana.

Pelanggaran terhadap hal pengelolaan lingkungan hidup ini pernah terjadi pada awal-
awal berdirinya PIK yang melibatkan UKM di dalamnya. Hal ini terjadi lantaran UKM yang
tidak mengikuti aturan dalam pengelolaan hidup. UKM ini bergerak di bidang pengecoran aki,
dan melakukannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Asap bekas pembakaran aki
mengandung logam yang sangat pekat serta memiliki bau, sehingga sangat mengganggu
masyarakat di sekitarnya. Salah satu pihak yang merasa terganggu adalah dari SMK N 1
Adiwerna yang berjarak sekitar 500meter dari PIK. Pihak sekolah merasa terganggu dengan
adanya asap pembakaran yang menuju ke sekolah dan bersama dengan Dinas Lingkungan
Hidup menegur UKM tersebut. Sehingga saat ini hanya tersisa 2 UKM saja yang masih
melakukan kegiatan pengecoran aki dan dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku
sedangkan UKM yang melanggar telah diberi sanksi untuk tidak melakukan kegiatannya di
PIK lagi.

PIK dipantau langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan

kegiatannya. DLH ini juga nantinya akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk menyesuaikan



pada peraturan dan tujuan pengelolaan lingkungan. Selain itu, pemantauan dilakukan juga oleh
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pemantauan
yang dilakukan KLH dengan menggunakan penilaian PROPER, yaitu Program Penilaian
Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong perusahaan meningkatkan
pengelolaan lingkungannya.

PT Lut Putra Solder sebagai perusahaan yang mengelola limbah B3 memiliki
penilaian PROPER Hijau, yang artinya perusahaan telah melakukan pengelolaan lebih dari
yang dipersyaratkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PT Lut Putra Solder
melakukan pengelolaan lingkungan PIK berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu
dengan menyusun Dokumen UKL-UPL dan membuat laporan setiap 3 bulan dan 6 bulan sekali
untuk dijadikan laporan kepada dinas yang terkait. Tingkat ketaatan PT Lut Putra Solder dalam
mengelola lingkungan hidup yang ada di PIK ini dapat dikatakan sebagai perusahaan yang taat
dan concern terhadap pengelolaan lingkungan.

3.2. Kendala Penerapan Prinsip GCG

Kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan lingkungan
hidup adalah keterbatasan SDM. Pengrajin logam yang masih melanggar untuk menggunakan
peralatan dan perlengkapan yang telah disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mereka
masih belum memahami pentingnya keselamatan kerja, sedangkan hal tersebut telah menjadi
SOP yang berlaku di PIK. Sosialisasi yang telah dilakukan juga berupa pemberian bantuan
berupa sepatu boots dan penutup muka, namun tidak digunakan oleh pengrajin logam dengan
alasan telah nyaman dengan pakaian yang digunakan seperti biasanya, yaitu kaos dan celana
olah raga serta tidak menggunakan masker khusus, karena menggunakan bahan sebagai
penutup muka. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan para pengrajin, karena asap limbah

pembakaran logam langsung menuju sistem pernafasan.



IV. Kesimpulan

1. Analisis penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan lingkungan industri dapat dinilai
baik dan concern terhadap prinsip-prinsip GCG. PIK telah memenuhi semua aturan dan
tujuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, serta telah menerapkan 86,8% dari
indikator prinsip-prinsip GCG yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan taat
terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup ini
mendapatkan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yaitu PROPER
(Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan)
yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong
perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. PT Lut Putra Solder
mendapatkan reward berupa PROPER Hijau, yang artinya perusahaan telah melakukan
pengelolaan lebih dari yang dipersyaratkan.

2. Kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan lingkungan hidup
adalah keterbatasan SDM dalam mengolah informasi hasil sosialisasi. Pengrajin logam
yang masih melanggar untuk menggunakan peralatan dan perlengkapan yang telah
disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mereka masih belum memahami
pentingnya keselamatan kerja, sedangkan hal tersebut telah menjadi SOP yang berlaku

di PIK.
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